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ABSTRAK

RAHMANIDA RIZKY PRATIWI, Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada satuan Kerja
Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sumsel (Dibawah bimbingan
Ibu Meti Zuliyana,SE.,M.S,Ak.CA dan Bapak Rifani Akbar
Sulbahri,SE,MM,M.Ak,Ak.CA)

Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sumsel merupakan
unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang pembinaan masyarakat yang berada
dibawah unit organisasi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat.
Guna menjalankan tugasnya, Ditbinmas Polda Sumsel sebagai pelaksana APBN
menyusun rencana kegiatan untuk satu tahun yang disebut anggaran. Selanjutnya
dalam pelaksanaan anggaran disusun dokumen yang disebut DIPA. Secara garis
besar, skripsi ini membahas tentang proses perencanaan dan pelaksanaan yang
tertuang dalam DIPA satuan kerja Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda
Sumsel.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui
bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam DIPA pada
satuan kerja Ditbinmas Polda Sumsel. Data yang digunakan dalam penelitian ini
antara lain adalah dokumen DIPA, revisi DIPA, daftar surat perintah pencairan
dana (SP2D) dan Laporan Keuangan Tahunan Ditbinmas Polda Sumsel pada
tahun 2018 dan tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelitian, proses perencanaan DIPA pada satker
Ditbinmas Polda Sumsel sudah mengikuti peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dalam pelaksanaan DIPA sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari
realisasi anggaran hampir terserap semuanya yaitu 99.55% namun dalam
perencanaan kegiatan rutin sering kali terlambat dalam hal penyampaian rencana
kebutuhan anggaran sehingga hampir semua belanja barang dibayar menggunakan
mekanisme pembayaran UP.

Adapun berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dalam perencanaan
dan pelaksanaan anggaran dalam DIPA Ditbinmas Polda Sumsel untuk tahun

anggaran berikutnya agar dapat lebih optimal sehingga pelaksanaannya dapat
lebih efektif dan efesien.

Kata Kunci : Perencanaan DIPA dan Pelaksanaan DIPA.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah untuk tujuan bernegara
maka disusunlah suatu dokumen anggaran pemerintah setiap tahun yang disebut
dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisikan perkiraan jumlah penerimaan
anggaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kementerian
Negara/Lembaga Pemerintah selama satu tahun anggaran.

APBN sebagai penjabaran rencana kerja dan anggaran masing-masing
Kementerian Negara/Lembaga, harus dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan pemerintah Negara. APBN mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi
otoritasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, untuk itu
APBN harus dikelolah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperlihatakan rasa keadilan dan kepatuhan oleh setiap penyelenggaran negara
atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga. Hal ini disebutkan
pada Pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara, dalam pelaksanaan anggaran telah dilakukan pemisahan wewenang antara



pemegang  kewenangan  administratif ~dan  pemegang  kewenangan
perbendaharaan.Pemegang kewenangan administratif diserahkan kepada
kementerian negara/lembaga. Kewenangan administratif tersebut meliputi
melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan
terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, melakukan pengujian dan
pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian negara/lembaga
sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran
atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran.

Sedangkan pemegang kewenagan perbendaharaan diserahkan kepada
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan pejabat lainnya
yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara bukanlah sekedar kasir
yang hanya berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa
berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran tersebut.Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti
seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan
manajer keuangan.

Pemisahan ini dibuat untuk meningkatakan akuntabilitas dan menjamin
terlaksananya saling uji (check and balance) dalam proses pelaksanaan anggaran.
Dengan demikian, dapat dijalankan salah satu prinsip yang sangat penting dari
pengendalian intern yaitu pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan
administratif dan pemegang kewenangan perbandaharaan dalam pelaksanaan

ABPN.



Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011
tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran,
setelah APBN ditetapkan maka Menteri Keuangan akan memberitahukan kepada
semua Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyampaikan dokumen pelaksanaan
anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk masing-
masing Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah. Di dalam DIPA, diuraikan
sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang
disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap
satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan. Setelah dibahas dan dianggap
sesuai dengan APBN serta secara administrasi sudah benar maka DIPA tersebut
disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara (BUN) yang kemudian bisa digunakan oleh masing-
masing Kementerian/Lembaga Pemerintah sebagai dokumen yang menjadi dasar
pelaksanaan pembiayaan kegiatan.

Adapun pada Lampiran [ Peraturan Menteri Keuangan Nomor
164/PMK.05/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran dijelaskan bahwa DIPA berfungsi sebagai dasar untuk
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana
atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
DIPA memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang berlaku untuk satu tahun
anggaran. Selain itu, DIPA berfungsi sebagai alat pengendali, pelaksanaan,

pelaporan, pengawasan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah.



Dalam pelaksanaannya, penyerapan DIPA tidak akan maksimal jika
perencanaan yang dibuat tidak optimal, sebaliknya perencanaan yang optimal
akan mempermudah proses penyerapan DIPA. Adapunbeberapa penelitian
sebelumnya yang juga membahas tentang perencanaan yaitu (Hendris Heriyanto :
2012), Perencanaan yang tidak matang mengakibatakan penyerapan anggaran
tidak maksimal, (Kadek Mia : 2017)Perencanaan anggaran berpengaruh positif
dan signifikan terhadap penyerapan anggaran dan (Jauhari : 2017), Penyerapan
anggaran akan mengalami kelambatan bila perencanaan kegiatan kurang matang
dan pelaksanaan kegiatan dilakukan tidak sesuai perencanaannya. Perencanaan
anggaran yang akurat akan memudahkan tahap pelaksanaan anggaran dan
memungkinkan tercapainya target secara efektif. Sebaliknya, ketidaktepatan
dalam perencanaan anggaran mengakibatkan sulitnya pelaksananaan anggaran
yang berdampak pada lambatnya proses penyerapan dan pertanggungjawaban
anggaran.

Untuk itu, agar penggunaan anggaran bisa tepat waktu dan dapat
dilakukan dengan maksimal tentu diperlukan banyak bantuan peran dan
tanggungjawab dari berbagai pihak dalam suatu organisasi kepemerintahan.
Baik, dalam hal pemberi keputusan dan dalam hal penandatangan
disetujuinya anggaran untuk dapat digunakan serta dibutuhkan sasaran dan
strategi untuk melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga setiap
anggaran dapat digunakan dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan yang
direncanakan. Hal ini sejalan dengan Brown (2005), Untuk mencapai sebuah

strategy yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai



keunggulan kompetitif, maka para pimpinan perusahaan, manajer operasi,
haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis.

Disamping perencanaan, pelaksanaan anggaran juga berperan penting
terhadap penyerapan anggaran agar maksimal. Menurut Suryopratomo (2010)
kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan merupakan persoalan yang
sering dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, akibatnya anggaran yang telah
disahkan tidak selalu dapat terpakai dan tidak terserap dalam program yang sudah
ditetapkan.

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada tingkat Polda,
Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sumsel yang selanjutnya disebut
Ditbinmas merupakan salah satu Satuan Kerja (Satker) yang merupakan unsur
pelaksana tugas pokok dalam bidang pembinaan masyarakat yang berada dibawah
unit organisasi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Ditbinmas Polda Sumsel bertugas menyelenggarakan pembinaan
masyarakat yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan
keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasan, pembinaan kepolisian khusus,
pemolisian masyarakat, serta pembinaan Bhabinkamtibmas di wilayah hukum
Polda Sumatera Selatan.

Guna menjalankan tugasnya yaitu menyelenggarakan pembinaan

masyarakat, Ditbinmas Polda Sumsel sebagai pelaksanaan APBN menyusun



rencana kegiatan untuk satu tahun berdasarkan perkiraan kebutuhan dananya yang
disebut anggaran. Selanjutnya dalam pelaksanaan anggaran, disusun dokumen
yang disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai acuan Pengguna
Anggaran (PA) dalam melaksanakan kegiatan pemerintah.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia No 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi
Pertanggungjawaban Keuangan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, bahwa pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran (PA) pada
Kepolisian Negara Republik Indonesian adalah Kapolri selaku Pimpinan Lembaga
yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Kapolri selaku PA
dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang
selanjutnya disingkat KPA yaitu Pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna
Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab
pengguna anggaran pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, di lingkungan
Polri adalah Kepala Satuan Kerja (Kasatker). Dalam hal ini adalah Direktur
Pembinaan Masyarakat Polda Sumsel sebagai Kasatker di Direktorat Pembinaan
Masyarakat Polda Sumsel.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan
anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksana APBN. Dalam DIPA
satker Ditbinmas Polda Sumsel disebutkan beberapa besaran anggaran belanja

pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja lain-lain dalam satu tahun



anggaran untuk melaksanakan tugas pokoknya yaitu Pembinaan Masyarakat pada
tingkat Polda. Besaran anggaran-anggaran belanja ini tentu akan mempengaruhi
kualitas Pembinaan Masyarakat yang dilaksanakan Ditbinmas Polda Sumsel.
Untuk itu diperlukan analisis-analisis yang memadai mengenai proses penyusunan
dan pelaksanaan anggaran yang ekonomis, efektif dan efisien sesuai dengan
tujuan yang telah ditetapkan oleh Ditbinmas Polda Sumsel.

Pada tahun 2018, dana DIPA yang dikelola oleh satuan kerja Ditbinmas
Polda Sumsel adalah sebesar Rp.8.182.832.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.8.160.791.629,-

atau mencapai 99.73%. Sedangkan pada tahun 2019, dana

DIPA yang dikelola sebasar Rp.7.113.075.000,- dengan realisasi sebesar

Rp.8.315.696.500,- atau mencapai 116.91%.

Ringkasan data mengenai anggaran dan realisasi anggaran tahun 2018 dan

2019, jika diuraikan dalam jenis balanja dapat dilihat sebagai berikut pada tabel di

bawah ini :
Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja
T.A 2018 dan T.A 2019
,, —
Jenis Anggaran Realisasi 7o Realisasi
Belanja Anggaran
2018 2019 2018 2019 2018 2019
4 0 0
Belanja | ¢ 356 497.000.- | 5.189.809.000.- | 6.350.226.983 | 6.403.608.328,- | 22-00% | 123.38%
Pegawai
4 0 0
B;:;g; 1.826.405.000.~ | 1.923.266.000- | 1.810.564.646~ | 1.912.088.172.- | 22137 | 99:41%
Belanja | 0,- 0,- 0,- 0,- 0% 0%
Modal
Jumlah | 8.182.832.000,- | 7.113.075.000,- | 8.160.791.629,- | 8.315.696.500,- | 99.7% | 116.91%

Sumber : Laporan Keuangan Ditbinmas Polda Sumsel T.A 2018 dan T.A 2019




Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran rata-rata
hampir mencapai 100% penyerapan anggaran, meskipun ada yang melebihi 100%
yaitu Belanja Pegawai pada Tahun 2019, dikarenakan beberapa faktor antara lain
kenaikan gaji berkala dan penambahan jumlah pegawai, adapun realisasi Belanja
Modal pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 adalah masing-masing 0% dikarenakan
Ditbinmas Polda Sumsel memang tidak memiliki dukungan anggaran Belanja
Modal pada tahun tersebut.

Meskipun mekanisme pencairan DIPA di lingkup satker Ditbinmas Polda
Sumsel selama ini telah mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dilihat dari
segi penyerapan anggarannya juga sudah baik, tetapi dalam pelaksanannya masih
terjadi hambatan-hambatan yang menyebabkan terlambatnya proses pencairan
DIPA tersebut.

Mengingat pentingnya pelaksanaan DIPA yang efektif dan efisien untuk
mendukung upaya percepatan penyerapan anggaran yang telah dialokasikan
dalam satu tahun anggaran, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

“ANALISIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) PADA SATUAN KERJA

DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT POLDA SUMSEL”.



1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalah yang akan

diangkat dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Satuan Kerja Direktorat

Pembinaan Masyarakat Polda Sumsel?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang
tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Satuan Kerja
Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sumsel, apakah sudah berjalan sesuai

dengan tujuan yang ditetapkan dan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku.

14 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis adalah hasil penelitian ini

dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Praktis
a. Bagi instansi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa

informasi yang bermanfaat kepada pimpinan atau pengambilan keputusan



di masa yang akan datang, terutama informasi mengenai proses
perencanaan dan pelaksanaan DIPA yang efektif dan efesien.

b. Bagi lembaga
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur atau
bahan bacaan yang ada di perpustakaan serta bahan refrensi bagi para
pembaca mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang
efektif dan efisien untuk dijadikan sebagai acuan dan perbandingan bagi
penelitian selanjutnya.

c. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan
penulis dalam penyusunan anggaran serta dapat menganalisis
permasalahan yang ada dan meningkatkan pengetahun terkait proses
perencanaan dan pelaksanaan DIPA.

2. Manfaat akademik

a. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis yaitu
memperkaya ilmu akantansi, khusunya Akuntansi Pemerintah.

b. Sebagai masukan empiris untuk mengembangkan ilmu akuntansi
khususnya Akuntansi Pemerintah yang berkaitan dengan proses
perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah yang tertuang dalam

DIPA masing-masing satker.
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